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PEMERIN TAH KAB TIPATEI{ B ANGKA
DNAS PENDIDIKAN

Jalan "fenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp. (0717) 92904

SIINGAILIAT

Membaca

lr4enirrbang

N4engingat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGIG.

Nomor : 421.3 l3to7 mnikl2014

TE,NTAI{G

IZII{ OPERASIONAL PE,NYELBNGGAR.LAN
SI{T( YA PENSTI SUNGA ILIAT

'. a. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sungailiat oleh Notaris Wakil Notaris
Sementara Moehanmad Noer Iskandar, SH, Nomor 170 tanggal 6 Juni 1984:

b. Surat Kepala Yayasan Pendidikan Sungailiat Nomor : 0l9IYPS/VIII/2014
tangal 9 Agustus 2014 tentang Pergantian Izin Operasional

: a. Bahwa SMK Yapensu Sungailiat berda-sarkan hasil telaah staf dan studi
kelayakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedornan Pendirian,
Perubaharr, dan Penutupan Sat'uan Pendidikan Dasar dan Menengahl

b. Bahwa dengan telah terpenuhinya s.v"arat sebagaimana dirnaksud dalam huruf a

di atas dapat dibcrikan izin operasional penyelenggaraan pendidrkan di SMK
SMK Yapensu:

c. balnva inn operasional perryelenggaraan pendrdikan di SMK Yapensu
Sungailiat perlu ditetapkan dengan Kepuhrsan Kepaia Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangk4

: 1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
lI dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repriblik Indonesra
Notnor 73 Tahun 1959, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia
Nornor I 821);

2. Undaug-Undang Nomor 22 Taliun 1999 Tentarg Peme"rinta.h Daerah
(Lembaran Negara Negara Republik lndonesra Nomor 60 Tahun 1999.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Provinsi
I(epulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Nomor 217 Tahun 2000, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a033);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidrkan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor 78 Tahun
2003, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 430i);

5, Undang-Undang Repubtik Indonesia Nomor j2 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daelah (Lernbaran Negar-a Rcpublik Indonesia Nomor 125 Tahun

2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Ildonesia Notnor 4437)

sebagaimana telair bcberapa kdi tdah diubah terakhil dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2C08 ((Lembaran Negara Negara Republik lndonesia Nomor
126 Tahun 2004, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik hrdonesia Nomor 4a3B);

'1. Peraturan Pamerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran So'ta Masyarakat

Dalarn Pendidikan Nasional (I-eurbaran Negara Republik Indonesia Nornor 69

Tahun 1992,1'wr,bahar Lembaran Negara Republik lridonesia Nomor 3485);

a



E.

9.

10,

11.

Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraar
Pendidikan;

Perahran Peinenntah Nomor 25 'fahun 2000 'fentaxg Kewenangan
Pemerinatah Dan Kervenangan provinsi Sebagai Daerah otoiorn (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nornor 4l rahun 2005,
Tambahan Lemba.an Negara Republik Indonesia Nomor a496);

Peraturan Pernerintah Nolnor 3g rahun 2007 Tentang pembagian urusan
Pemenntahan axtara Pemerintah, Perneriniah Daerah Pro"vinsi, dan pernenntah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembarar Negara Republik Indoncsia Nornor 82'fahun 2007, Tarnbahan Lernbaral Negara Repubfik Inclonesia Nornor 4i37):
Peraruran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tah*n 200g rentang Urusar
Pemerintahan 1'a:rg menjadi Kewena:rgan Kabupatar Bangka Tahun 2005
Nomor 5 Seri D:

12.

N{enetapkan

Kesatr"r

Kedr"ra

Ketiga

l\eelnpat

MEMT]TTTSKAN
.-

: Mernberikan izin operasional penyelenggaraan pendid.ikan kepada :

Nama Sekolal : SMK yapensu Snngarriat, dengan kornpeterrsi kea6lian ;

I . Akutansi
2. Pemasaran
i. Administrasi perkantoran

4. Multimedia

Kepada SMK Yapensu Sungailiat diwajibkan mentaah dan melaksanakan peraturan
perundangan ssrta menggunakan kurikulum yang berlalot;
Apabila ternyata SMK Yapensu sungailiat rnelanggar ketentuan yang berlaku maka
keputusan ini akan dicabut kernbali;

Keputusan ini rnulai bsrlaku sejak tangga-l tlitetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan aiperbaiki sebagaimana rrestinya.

'1'embtr,scttr 1'th ;

l. Btrpati Burtgka
). Kcpctla Dirns Pendidikan Prottitrsi Kepulouan Bangka Belinrng
-1. Keptrla Slr4K Negeri I Sungailiat
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itetapkan di Sungailiat
26 Agustus 2014

DY SUDARSONO, M.Si
r99603 1 002
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